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1. Mengidentifikasi 
usulan DIK yang ada 
Pada Masing-Masing 
Bagian

Daftar Usulan 
Informasi 
yang akan 
dikecualikan

1 Hari
Draft Informasi 
yang 
dikecualikan

2. Menyerahkan Hasil 
Identifikasi Usulan DIK 
yang dinyatakan 
sebagai informasi 
Dikecualikan

Nota Dinas 1 Jam
Draft DIK 
beserta Alasan 
Pengecualian

3. Memberikan masukan 
atas usulan dasar 
hukum yang dijadikan 
pertimbangan untuk 
mengecualikan 
informasi dan 
memberikan 
persetujuan

Undangan Uji  
Konsekuensi

3 Hari
Draft Lembar Uji 
Konsekuensi

4. Memeriksa hasil 
masukan terhadap 
dasar hukum yang 
dijadikan dasar 
pengecualian 

Draft Lembar 
Uji 
Konsekuensi

1 Hari
Lembar Uji 
Konsekuensi

5. Menetapkan  informasi 
yang dikecualikan

Draft 
Penetapan 
Klasifikasi 
Informasi 
yang 
dikecualikan

3 Hari

Surat Penetapan 
klasifikasi 

Informasi yang 
dikecualikan

Tim 
Pertimbanga

n

KetKegiatanNo
Syarat Waktu Output

Mutu Baku

PPID
PPID 

Pelaksana

Pelaksana

Atasan 
PPID




